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Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesehatan menjadi kewenangan wajib yang diserahkan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, Dalam upaya meningkatkan deragjat kesehatan
masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di daerah diperlukan kecukupan a okasi
pendanaan kesehatan dalam anggaran pemerintah baik pusat maupaun daerah, hal ini merupakan faktor
penting keberhasilan desentralisasi bidang kesehatan.

Berdasarkan alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2005, pemerintah daemh telah mengal okasikan dana
sebesar 12,55% dari total APBD Kabupaten untuk pendanaan bidang kesehatan. alokasi anggaran ini sudah
mendekati apa yang tercantum dalam Sistcm Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
sudah berupaya mengakomodir ketentuan dari pusat tentang bcsamya dana yang hams dialokasikan untuk
bidang kesehatan, hal ini terbukti dengan meningkatnya anggaran untuk bidang kesehatan dari tahun ke
tahun. Dilihat dari alokas anggaran kesehatan di Kabupaten Cirebon sudah mendekati ketentuan dalam
Sistem Kesehatan Nasional tetapi biia dilihat dari anggaran kesehatan pcrkapita penduduk tahun 2005
sebesar Rp.52.650 masih sangat jauh dari ketentuan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO)
sebesar Rp.120.000 (US $ 12) per kapita penduduk pcrtahun.

Faktor~faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan pada tahun 2006 serta pemanfaatan alokas APBD
terhadap pendanaan bidang kesehatan yang dimulai dari sumber-sumber pembiayaan sampai bagaimana
danatersebut djgunakan dan kepada siapa dana tersebut dipemntukan masih belum diketahui. Maka sangat
panting dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan di
Kabupaten Cirebon dan menganalisis pemanfaatan alokasi pendanaan bidang kesehatan bersumber
pemerintah pada tahun anggaran 2006 dan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon terhadap pembangunan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metodc penelitian kualitatifl bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan
pendanaan bidang kesehatan bersumber pemerintah, pola pendanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi
pendanaan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Tahapan yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis
dokumen keuangan padainstansi yang menerima pendanaan bidang kesehatan, dan melaksanakan
wawancara mendalam dengan pejabat terkait untuk mendapatkan konirmasi komitmen stakeholders dalarn
pendanaan | cesehatan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pernerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah mempunyai komitmen
yang baik tentang pola pendanaan kesehatan terbukti pemerintah daerah sudah merelisasikan dana untuk
bidang kesehatan sebesar 13,20% dari total APBD, pendanaan kesehatan merupakan bidang yang perlu
diprioritaskan untuk menunjang pembangunan manusia utamanya untuk meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendanaan
kesehatan adalah besamya dana APBD, kemampuan advokasi, negosiasi, kemampuan penyusunan anggaran
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dan masukan berupa usulan/aspirasi dari masyarakat.

Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2005 disertal dengan gaji pegawal
adalah sebesar Rp. 52.650. Belanja K esehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006
disertai dengan gaji pegawal adalah sebesar Rp.83.61 |. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupatcn
Cirebon pada tahun 2005 tanpa disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp.43.154. Belanja K esehatan
Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 tanpa disertai mcnunjang kegiatan UKM. Pola
Belanjadi BRSUD Axjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU.

Disarankan untuk Dinas K esehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan
UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan |ebih langsung kepada kegiatan
UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.dengan gaji pegawaj
adalah sebesar Rp.77.743. Terlihat adanya peningkatan pendanaan dengan peningkatan pencapaian target
program, pola belanja di Dinas Kesehatan belum menunjukkan Pola Belanjayang ideal, BAU di Dinas
Kesehatan lebih besar dari BOP dimana BOP sangat diperlukan untuk mcnunjang kegiatan UKM. Pola
Belanjadi BRSUD Arjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU.
Disarankan untuk Dinas K esehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan
UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan lebih langsung kepada kegiatan
UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.



